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Abstrak

Penulisan Skripsi ini~dimaksudkan untuk menilai hasil dari evaluas Pengelolaan Sampah yang dilaksanakan
oleh Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang. Penulisan Skripsi ini
berdasarkan gtas pengelolaan sampah di Kabupaten Bengkayang yang belum terselenggara secara maksimal.
Penelitian ini menggunakan model Penelitian Kualitatif dengan Metode Penelitian Evaluasi, adapun subyek
penelitian Kepala Dinas® Pekerjaan Umum, Kabid Cipta Karya, Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan
Perkuburan Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian menunjukan bahwa evaluasi pengelolaan sampah, oleh
Bidang Cipta Karya.pada Dinas Pekerjaan Umum di Kabupaten Bengkayang belum terealisasi secara maksimal
dan perlunya perbaikan pengelolaan sampah agar lebih baik serta terwujudnya pelayanan.yang sesuai dengan
tugas pokok yang diselenggarakan oleh pemerintah,~melaksanakan pembangunan, pembinaan terhadap
masyarakat dan*melaksanakan kewgjiban Dinas Pekerjaan Umum Bidang Cipta Karya dengan mewujudkan
Bengkayang-sehat 2020.

Kata-kata Kunci: Evaluasi Pengelolaan, Efektivitas, Kecukupan; Responsivitas dan Ketepatan.

EVALUATION OF WASTE MANAGEMENT IN THE FIELD OF HUMAN
SETTLEMENTSIN THE DEPARTMENT OF PUBLIC WORKS
IN BENGKAYANG

Abstract

Thesis writing is intended to assess the results of the evaluation conducted by the Waste Management Division
of Human Settlements in the Public Warks Department at Bengkayang. Thesis writing is based on waste
management in:Bengkayang are not held to the fullest. This study uses-a'model of Qualitative Research Method
Evaluation Research, while the stubject of, research Dept of Public Works, Head of Human Settlements, subfields
Sanitation, Parks and Cemetery‘Bengkayang. The results showed that the evaluation of waste management by
the Department of Human Settlements Division of Public Worksin Bengkayang yet realizedits full potential and
the need for improvement in order to better waste management and the creation of services that meet the basic
tasks are organized by the goverament,.development, development of the society“and obligations Department of
Public Works for Human Settlements to realize healthy Bengkayang 2020.

Keywords: Evaluation of Management, effectiveness, adequacy, responsiveness and accuracy of
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A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Pendlitian

Hampir di setiap kabupaten/kota
yang ada di Indonesia selalu dihadapkan
dengan permasalahan sampah. Segaan
dengan

pertambahan  penduduk  dan

perubahan pola konsums masyarakat
menimbulkan bertambahnya velume, jenis
dan karakteristik sampah yang semakin
beragam yang harus dikelola dengan baik.
Pemerintah ~ menyadari  bahwa
ah  telah | menjadi

masalah nasional, perlu adanya sistem

permasalahan  sampah
pengelolaan.._yang dilakukan * secara
komprehensifidan terpadu dari hulu ke hilir.
Sdan
sampah «diperlukannya kepastian hukum,

itu bahwa daam pengelolaan

kejelasan tanggung jawab dan kewenangan
pemerintah, pemerintah daerah serta peran
masyarakat dan dunia usaha sehingga perlu
adanya ' Undang-Undang yang mengatur
tentang pengelolaan sampah. Namun pada
kenyataanya pengel olaan-sampah.ini masih
belum teredlisas dengan bak daam
mewujudkannya s, meski sudah dibuatnya
peraturan dalam hukum-—Karena pada
kenyataannya masih banyak masyarakat
yang tidak peduli dan menganggap masalah
kebershan bukanlah yang utama. Dalam
menangani sampah memang bukan hal
yang mudah, karena akan selalu dihadapkan
dengan kendala. Adapun yang menjadi
kendala itu dilihat masyarakat yang kurang
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menyadari dan tidak cinta terhadap

lingkungan, meningkatnya jumlah
penduduk beserta bertambahnya kebutuhan
manusia, sarana dan prasarana yang tidak
bahkan

bergerak di bidang itu sendiri belum

memadai pemerintah  yang
mel aksanakan tugasnya dengan optimal.

Daam Undang-Undang Nomor 18
Tahun 2008-., sampah adalah sisa kegiatan
sehari-hari manusia. dan/atau proses alam
yang berbentuk padat dan.sampah spesifik
adalah sampah * yang Kaena sifat,
konsentrasi dan/atau volumenya
memerlukan pengelolaan khusus. Menurut
Fenny (2010:14) sampah-Rumah Tangga
dibedakan menjadi 3 jenis:

Sampah basah (garbage) sampah
yang terdiri atas bahan organik, sifathya
mudah busuk jika dibiarkan dalam keadaan
basah. Misalnya sisa makanan, sayur-
sayuran, buah-buahan dan dedaunan, 2.
Sampah. kering (rubbish) yaitu 'sampah
yang terdiri dari ~bahan anorganik yang
sebagian besar atau seluruh bagiannya
susah membusuk. Misalnya pelastik,
pecahan kaca, karet, dan_botol, 3. Sampah
berbahaya _msialnya paku, bekas lampu
neon, sisa racun serangga atau racun tikus,
obat kadaluarsa dan batu baterai bekas.

Secara umum, sampah adalah segala
sisa bentuk penggunaan yang dibuang dan
tidak digunakan lagi. Dan cenderung
sampah dapat menimbulkan hal yang

negatif jika tidak dengan benar dalam
2
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menanganinya. Selain  dapat merusak

pemandangan mata, sampah  juga
menyebabkan pencemaran udara dengan
tidak sedap
disekitarnya dan bisa menjadi sarang bibit

penyakit. Ha ini

menimbulkan bau yang

tentulah  menjadi
persoaan yang bukan hanya sebelah pihak
sgja untuk menyel esai kannya,
diperlukannya kesadaran yang*benar-benar
tulus untuk menjadi pahlawan kebersihan
ini.

Kabupaten Bengkayang adalah
kabupaten yang seda.ng berkembang, baik
populasinya maupun ekonominya.
Pertumbuhan._yang pesat ini menyebabkan
kebutuhan setiagp orang juga meningkat.
kebutuhan

rumah tangga. Akibatnya, volume sampah

Terutama daam memenuhi

juga mengalami peningkatan dan hal Fini
yang! menyebabkan perkembangan yang
terjadi’, di Bengkayang tidak terlaksana
dengan ‘baik, terutama yang bersangkutan
dengan kebersihannya. Dasar hukum adalah
landasan utama yang-——mengatur dan
menjelaskan 'bagaimana seharusaya. yang
dilakukan oleh®, pemerintah khususnya
Bidang Cipta Karya di=DBDinas._Pekerjaan
Umum untuk melaksanakan tugas pokok
dan fungsinya pada bagian kebersihan.
Adapun landasan atau dasar hukumnya
adalah Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah. Peraturan Daerah Kabupaten

Bengkayang Nomor 2 Tahun 2010, tentang

Maria YoaneKristella, NIM. E42010046

http://jurmafis.untan.ac.id

Perubahan  Atas Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun
2007 tentang Pembentukan dan Susunan

Peraturan

Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten
Bengkayang. Berita acara serah terima
Dagerah
Pemerintah Kabupaten Bengkayang nomor:
660.1/109/LH-A padatangga 1 April 2010
serta Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun
2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Dengan adanya “landasan hukum

penggunaan  Barang  Milik

yang mengatur kegiatan tugas,dan fungsi
pada Bidang Cipta Karya ini, diharapkan
agar pengelolaan sampah di Kabupaten
Bengkayang ini dapat terlfeksana dengan
baik. Berdasarkan landasan"hukum dalam
rencana pengelolaan yang otelah diatur
dalam Undang-Undang Republik Indonesia
Noemor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan
sampah bertujuan agar pengelolaan ini
dapat memberikan manfaat ekonomi,
kesehatan bagi masyarakat dan aman bagi
lingkungan serta dapat mengubah perilaku
masyarakat. Mengurangi dampak ne  gatif
yang, ditimbulkan oleh sampah terhadap
kesehatan  dan
pengelolaan_sampah dapat berjalan secara

lingkungan. Agar

proporsional, efektif dan efisien maka
dibentuklah Dasar Hukum yang tertera
dadam Peraturan Daerah  Kabupaten
Bengkayang nomor 2 Tahun 2010, tentang
Perubahan  Atas Daerah
Kabupaten Bengkayang Nomor 13 Tahun

2007 tentang Pembentukan dan Susunan
3
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Organisasi Perangkat Daerah. Berita acara
serah terima Penggunaan Barang Milik
Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten
Bengkayang nomor: 660.1/109/LH-A pada
1 April 2010 dan Barang
Inventasris Aset Daerah untuk kegiatan

tanggal

Kebershan dan Pertamanan dengan
diadakannya  adat-alat  berat

kelancaran dalam mengel ola sampah berupa

untuk

2 Dump Truck Container, 6 Container, 4
Dump Truck, 7 Motor Roda Tiga, 1 Mesin
Pengolah Sampah, 1 Bangunan Rumah Alat
Pengel olaan Sampa;h. Daam
menyelenggarakan pengelolaan  sampah

rangka

secara tepadu dan  komprehensif,
pemenuhan Hak dan kewajiban masyarakat,
sefta tugas dan pemerintahan daerah untuk
melaksanakan pelayanan dalam mengelola
persampahan, diperlukan payung hukum
dalam bentuk Peraturan Daerah yang
terdapat di dalam Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkayang nomor 11. tahun
2012 tentang Rancangan Pengelolaan
Sampah.

Surat Keputusan Bupati
Bengkayang nomor 102 tahun 2006 tentang
Perubahan Nomenklatur-Dinas.Pemukiman
dan Prasarana Wilayah (Kimpraswil)
menjadi Dinas Pekerjaan Umum yang
mengatur Struktur Dinas Pekerjaan Umum,
kemudian diperbaharui dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bengkayang nomor 13
tahun 2007 dan diperjelas dengan peraturan

Bupati Bengkayang nomor 16 tahun 2007
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tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok,
Fungs dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten Bengkayang, pada tahun
2010 mengalami perubahan lagi dengan
beberapa penambahan yaitu pada Seks
Kebershan dan UPTD Kebakaran dan
Perkuburan sesuai dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Bengkayang nomor 13 tentang
Pembentukan. dan Susunan Organisas
Perangkat Daerah”Kabupaten Bengkayang
yang berdasarkan struktur, tugas pokok,
fungs dan tata kerja maka™“terbentuklah
tugas pokok Bidang Cipta Karya 'menurut
Peraturan Daerah yang bertugas untuk
penyiapan bahan, perumusan kebijakan,
teknis, fasilitas, koordinasiy™ pemantauan,
evaluasi dan pembinaan perencanaan tekhis
serta pelaksanaan di Bidang CiptaKarya.
Menurut data yang diperoleh [dari
Kabupaten
Bengkayang jumlah timbulan sampah yang
ada di Kota Bengkayang pada tahun 2011
sebesar 91.537 M2 dan pada tahun 2019
mendatang _ diperkirakan akan' meningkat
menjadi 128.279 M2 . Pada data tersebut
dijelaskan bahwa karena meningkatnya

Dinas Pekerjaan  Umum

jumlah penduduk~ menyebabkan volume
sampah bertambah juga. Jumlah penduduk
di Wilayah Perkotaan Bengkayang adalah
+256,331 Jwa (Data Sensus tahun 2013).
Pengelolaan sampah di  Kabupaten
Bengkayang saat ini baru menjangkau
wilayah perkotaan (urban) yang ada di Kota

Bengkayang dengan luas wilayah 167,06
4
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Km?2. Tingkat pelayanan kebersihan daerah
perkotaan +19,284 Jiwa. Sampah yang
terangkut ke TPA Magmagan Kecamatan
Lumar baru 70% dari seluruh produksi
sampah total Kota Bengkayang sebesar
43,894 m¥/hari di tahun 2011 dan prediksi
+45,781% atau meningkat +£1,887%. Selain
itu beberapa fenomena yang terjadi adalah
menumpuknya sampah di beberapa titik
seperti  tepian  sungai* sebalo, selokan,
sekolahan, teminal bus, pasar teratal dan
pasar tengah juga salah satu penyebab
dikatakannya bf:lhwa Kabupaten
Bengkayang mengalami masalah dengan

kebersihan terutama sampah.

2.'Rumusan. Per masalahan

Rumusan permasalahan dibuat agar
penelitian  lebih  terarah,  sehingga
berdasarkan latar belakang masalah dan
fokus .pendlitian di atas maka pendliti
merumuskan permasalahan yakni “Apakah
pengelolaan sampah- di  Kabupaten
Bengkayang. yang dilaksanakan oleh
Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan
Umum Kabupaten di Bengkayang sudah

mencapai hasil yang memuaskan?”

3. Tujuan Penédlitian

Adapun tujuan yang ingin dicapa
dari penelitian ini, yaitu untuk mengetahui
hasil pengelolaan sampah oleh Bidang
Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan Umum
di Kabupaten Bengkayang.
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4. Manfaat Penelitian

Adanya penélitian ini diharapkan
mampu memberikan ~ sumbangan
pengetahuan terhadap mahasiswa Program
Studi Ilmu Pemerintahan yang terkait
evaluas kebijakan mengenai pengelolaan
sampah di Kabupaten Bengkayang dan
diharapkan dapat bermanfaat bagi para
pelaku
Daerah khususnya: Bidang Cipta Karya
Kabupaten
Bengkayang dalam melaksanakan tugasnya
sebaga  Abdi
sehingga dapat meminimalisir kesalahan

Penyelenggaran  Pemerintahan
Dinas | Pekerjaan  Umum
Masyarakat dan":Negara
yang terjadi dalam pengambilan keputusan

atau © kebijakan,
terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang

selanjitnya  demi
sesuai dengan prinsip Otonomi Daerah dan

Peraturan Daerah Bengkayang.

B. KERANGKA
METODOL OGl

TEORI DAN

1. KerangkaTeori

Evaluas merupakan hasil akhir
daam suatu.-program kebijakan atau
kegiatan yang dalam pelaksanaannya
membutuhkan proses dan proses tersebut
memerlukan waktu yang cukup lama untuk
mengamatinya sehingga dalam penilaian
akhir dapat membuahkan hasil yang bak
dan terlihat jelas perbedaannya. Begitu pula

daam pengelolaan sampah yang telah
5
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menjadi kebijakan dalam setiap program di
daerah,
tersebut dan melihat hasil yang maksimal

untuk menjalankan  program

dari program tersebut maka di perlukannya
tahap-tahap dalam menyel esaikannya.

2013:10)
evaluas  dapat

Dunn (dalam Rien,
bahwa
disamakan dengan penaksiran (appraisal),

berpendapat

pemberian angka (ratting) dan penilaian
(assesment). Evaluasiy~berkenaan dengan
produksi informasl mengenai snilal” atau
manfaat hasil kebijakan. Evaluas baru
dapat dilaksanakan a|5abila suatu kebijakan
sudah tentu diperlukan waktu tertentu. iJika
evauas dilakukan terlalu cepat atau tidak
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan
maka hasil (outcome) dan dampaknya tidak
tampak.

Dengan adanya penaksiran,
pemberian angka dan penilaian diharapkan
evaluasi mampu menjadi acuan berjalannya
suatu ‘keputusan dalam  pengambilan
kebijakan.

Rien (2013:12) mengatakan esensi
dari evaluas’ adalah untuk"menyediakan
umpan balik (feedback), yang mengarah
pada hasil yang bai k menurdt ukuran nyata
dan obyektif. Pada hakekatnya, tujuan
evaluas adalah untuk perbaikan (bila
perlubukan dalam rangka pembuktian).
Dua ha yang ingin diungkapkan melalui
evaluas adalah : a Keluaran Kebijakan
(policy output), yaitu apa yang dihasilkan
dengan adanya perumusan kebijakan; dan
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b. Hasil/dampak  kebijakan  (policy
outcomes/consequences), yaitu akibat dan
konsekuensi yang ditimbulkan dengan
diterbitkan dan diimplementasikannya suatu
kebijakan. Keputusan dalam pengambilan
suatu kebijakan diperlukan agar dalam
melaksanakan kebijakan tersebut berjalan
Sesual dengan harapan, meski akan banyak
kendala yang.dihadapi.

Sementara " .itu, (dalam
Widode, 2010:124) menjelaskan evaluasi
kebijakan lebih operasional yaitu sebagal

Jones

suatu,” aktivitas yang dirancangs, untuk
menilai hasil-hasil kebijakan pemerintah
yang :mempunya perbedaan-perbedaan
yang sangat penting dalam spesifikas
objeknya, teknik-teknik pengukurannya dan
metode analisisnya.

Untuk menilai keberhasilan suatu
kebijakan perlu dikembangkan beberapa
indikator. Indikator yang dikembangkan
oleh Dunn (dalam Subarsono, 2008:126)
yaitu :

a) Efektifitas, —.yaitu apakah yang
diinginkantel ah tercapai:

b) Efisensi, Seberapa ' banyak usaha
diperlukan-untuk mencapai hasil yang
diinginkan?

c) Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil
yang telah tercapal dapat memecahkan
masal ah.

d) Pemerataan, yaitu apakah biaya dan
manfaat didistribusikan merata kepada

kelompok masyarakat yang berbeda.
6
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€) Responsivitas, yaitu
kebijakan
kelompok dan dapat memuaskan

apakah hasil

memuat prefensi/nilai
mereka.

f) Ketepatan, yaitu apakah hasil yang
dicapai bermanfaat.

Keenam indikator ini digunakan
untuk mengukur bagaimana pengelelaan
Sampah yang dilaksanakan, eleh Bidang
Cipta Karya Pada Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Bengkayang ini.sehingga dalam
pengambilankebijakannya dapat di evaluasi
dengan bak mengenaj. penilaiannya. Namun
dari; enam _indikator, peneliti hanya
menggunakan_empat indikator inti yaitu
Efektivitas, Kecukupan, Responsivitas dan

K etepatan

2. 'Metode Pendlitian
Penelitian ini

Penelitian  Kualitatif

Evauas. Metode ini diperlukan agar dalam

menggunakan

dengan Metode

melakukan pencarian,~ pengolahan dan
menyimpulkan hasil penelitiannya tepat.
Karena dalam penelitiannya peneliti. ingin
mengevaluasi berbagai informas  yang
diperoleh di lapangan. Teknik_analisis data
terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yaitu
data reduction, data display, dan conclusion
drawing/verification. Lokas penelitian di
Kabupaten Bengkayang dengan subjek
penelitian yaitu Kepala Dinas Pekerjaan
Umum, Kepala Bidang Cipta Karya, Kepala
Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan
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Perkuburan serta 10 orang informan
lainnya.
C. HASIL PENELITIAN DAN
PEMBAHASAN
1= Efektivitas
Efektivitas (effectiveness)

berkenaan dengan apakah suatu aternatif
mencapal  hasil (akibat)“wyang diharapkan
atau mencapai’ tWjuan dari “diadakannya
tindakan. Efektivitas, 'yang secara dekat
berhubungan dengan rasionalitas teknis,
selau diukur dari unit produk atau layanan
atau nila moneternya (Dunn, 200:429).
Selain itu menurut Siagian® (1997:151)
mengatakan bahwa efektivitas kerja berarti
penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu
yang telah ditetapkan. Artinya apakah
pelakasanaan suatu tugas dinilai baik atau
tidak sangat tergantung pada bilamana tugas
tersebut diselesaikan dan tidak' terutama
menjawab__ pertanyaan bagaimana cara
menyelesailkannya dan bergpa biaya yang
dikeluarkan untuk itu. 'Sgaan dengan
pernyataan_tersebut dikatakan bagaiamana
Bidang Cipta Karya pada Dinas Pekerjaan
Kabupaten

menyelesaikan tugasnya dalam mengelola

Umum Bengkayang

sampah di Kabupaten Bengkayang ini
dengan beberapa prinsip yaitu ukuran
waktu, nila dan keteitian. Jadi, suatu

pekerjaan yang dikatakan efektif apabila
7
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hasil pekerjaan tersebut tercapal sesuai yang
diharapkan dengan memperhatikan waktu,
proses, kegiatan dan hasil yang didapatkan
dari pekerjaan tersebut.

Dari keterangan yang diungkapkan
oleh Kasubbid Kebersihan, Pertamanan dan
Perkuburan di atas dijelaskan bahwa tidak
semua kecamatan yang di Kabupaten
Bengakayang dilayani secara‘merata. Hal
ini dikatakannya karena pola konsumsi
masyarakat yang® ada di .kecamatan lain
tidak begitu, menghasilkan atau menambah
volume Fsampah. Sel.ain itu dikarenakan
minimnya dana, petugas dan SDM yang
tersedia yang.menyebabkan tidak semua
kecamatan terlayani sepenuhnya secara
menyeluruh.

Dari. hasil wawancara dan observasi
yang dilakukan oleh penulis, didapatkan
bahwa Dinas Pekerjaan Umum belum
melaksanakan tugasnya secara keseluruhan
daam melayani masyarakat dalam.-ha ini
adalah pengelolaan sampah. Dan saat
peneliti melakukan observasi di- Kecamatan
Sanggau Ledo bahwa benar'kenyataannya
tidak terdapat TPS dan sgjauh pemantauan
yang penulis lakukan selama.di_Kecamatan
Sanggau Ledo tidak adanya sumber-sumber
atau titik-titik sampah yang menumpuk
seperti yang ditemukan saat melakukan
pemantauan di Kecamatan Bengkayang.
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2. Kecukupan

Menurut Dunn (2000:430)
kecukupan (adequacy) berkenaan dengan
seberapa jauh suatu tingkat efektivitas
memuaskan  kebutuhan, nilai, atau
kesempatan yang menumbuhkan adanya
masalah. Kriteria kecukupan menekankan
pada_kuatnya hubungan antara alternatif
kebijakan dan hasil yang diharapkan. Dalam
menyelenggarakan «._tugas yang telah
dilfmpahkan kepada suatu  instans untuk
menyel esaikan ‘kewajibannya“tidak pernah
terlepas dari proses dan penilaian akhir.
Kecukupan dalam ha ini berhubungan
dengan pengel olaan sampahyang dilakukan
oleh SKPD terkait Dinas Pekerjaan Umum,
hal yang dikatakan cukup @pabila tugas
yang dilaksanakan oleh instans terkait' ini
berjalan sesua dengan harapan yang
diinginkan oleh yang menikmati hasilnya
yaitu masyarakat secara umum.

Adapun hal-hal yang dikatakan
cukup dalam pengelolaan sampah ini yaitu,
terlayaninya masyarakat dalam pengelolaan
sampah, teratasinya volume sampah yang
meningkat, terlaksananya program yang
telah dicanangkan, terwujudnya harapan
dari Peraturan Daerah Bengkayang Nomor
11 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah
di Kabupaten Bengkayang dan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2008 yang
Persampahan  di

Indonesia, sarana dan prasarana yang

mengatur  tentang

memadal untuk mengelola sampah, dengan
8
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petugas dan anggaran dana yang memadai.

Seperti
(2000:609) fungs evaluas yaitu pertama

yang diungkapkan oleh Dunn

dan yang paling penting adalah evauas
memberi informasi yang valid dan dapat
dipercaya mengenai kinerja kebijakan, yaitu
seberapa jauh kebutuhan, nila dan
kesempatan telah dapat dicapai melai
tindakan  publik.
sumbangan kepada klarifikas dan kritik
terhadap

pemilihan tujuan dan terget tersebut.

Kedua ..“memberikan

nilai-nilai yang - wmendasari

3. Responsivitas

Responsivitas berkenaan . dengan
seberapa jabbh suatu kebijakan ' dapat
memuaskan kebutuhan, preferensi atau nilai
kelompok=kelompok masyarakat tertentu
2000:437).
(2000:437)

responsivitas adalah penting karena analis

(Dunn, Kemudian  Dunn

mengatakan kriteria
yang dapat memuaskan semua.kriteria
lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan,
kesamaan) * masih gagal~ jika belum
menganggapi . kebutuhan - aktual . dari
kelompok yang*, semestinya diuntungkan
dari adanya suatu kebijakan.. Responsivitas
menggambarkan kemampuan organisasi

publik dalam menjalankan mis dan

tuyjuannya terutama untuk  memenuhi
kebutuhan masyarakat. Penilaian
responsivitas  bersumber  pada data

organisas dan masyarakat, data organisasi
dipakai untuk mengidentifikas jenis-jenis
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kegiatan dan  program  organisas.
Sedangkan data masyarakat diperlukan
untuk mengidentifikasi kebutuhan
masyarakat.

Responsivitas tidak hanya berkaitan
dengan terpenuhinya kebutuhan yang dituju,
namun juga berhubungan dengan tanggapan
untuk mendengarkan, bak itu keluhan,
pengaduan-atau bahkan penilaian yang baik.
Dalam hal ini
tanggapan kepada Dinas'Pekerjaan Umum

masyarakat memberi

mengenai pelayanan yang difakukan oleh
tersebut ddam melaksanakan
pengelolaan persampahan di Kabupaten

instans

Bengkayang. Berdasarkan+hasil pendlitian
yang telah dilakukan, Bidan@ Cipta Karya
pada Dinas Pekerjaan Umum khususnya
Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan
Perkuburan yang menangani persealan
persampahan selalu berusaha menerima
apapun kritik dan saran yang diberikan oleh
masyarakat kepada pihak mereka. Beberapa
pengaduan yang disampaikan  dari
masyarakat_ sepenuhnya dijadikan bahan
oleh.. Subbidang' Kebersihan,
Pertamanan dan Perkuburan selaku tim

teknis yang. melaksanakan pengelolaan

evauas

sampah di Kabupaten Bengkayang.

4. Ketepatan
Berdasarkan hasil observas dan

wawancara yang dilakukan oleh penulis

dapat diketahui bahwa instans terkait yang

dilimpahkan kepada Bidang Cipta Karya
9
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Dinas Pekerjaan  Umum

Subbidang Kebersihan, Pertamanan dan

khususnya

Perkuburan sudah menjalankan tugasnya
dan dari pengelolaan tersebut masyarakat
sudah merasakan manfaatnya, meskipun
dadam penergpannya masih terdapat
kekurangan vyaitu sosidisas mengenal
program kebijakan yang tercantum dalam
Perda Nomor 11 Tahun 2012 tentang

Pengelolaan Sampah= tersebut  belum
teredisas  secara  merata in. sehingga
masyarakat ,© belum ‘memahami  dan
mengetahui adanya. peraturan daerah

tersebut. Selain itu dalam pengelolaannya
juga di Kabupaten Bengkayang masih
teknik
sehingga pemanfaatan sampah yang

menggunakarn open dumping,
bertujuan=.untuk meningkatkan kesehatan
kebershan dan kualitas

lingkungan serta menjadikan sampah

masyarakat,

sebagal sumber daya belum terlaksana.
Indikator Ketepatan pada Evaluas
Pengelolaan Sampah eleh Bidang Cipta
Karya pada Dinas Pekerjaan..Umum di
Kabupaten Bengkayang sudah terlaksana
dengan baik meski tidak secaramaksimal.

D. PENUTUP
a) Simpulan
Berdasarkan pembahasan

sebelumnya, maka  penulis  dapat

mengemukakan kesimpulan sebagai berikut.
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1. Efektivitas. Pengelolaan sampah yang
dilaksanakan di Kabupaten
Bengkayang berjalan dengan baik
meskipun tidak menggunakan teknik
pengelolaan sampah 3R. Karena dalam
pelaksanaanya pengelolaan sampah
yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan
Umum adalah dengan teknik open
dumping. Namun dengan adanya

kerjasama yang.dilakukan oleh instansi

pemerintah  terkait., dan  petugas
kebersihanmenjadikan lingkungan di
Kabupaten Bengkayang tidak lagi
tercemar oleh sampah.

2. Kecukupan. Pada «#indikator ini

bahwa dalam

Dinas* " Pekerjaan

disimpulkan

pel aksanaannya

Umum belum dikatakan berhasil.

Karena dalam layanan  untuk

persampahan  ini  tidak  secara
menyeluruh dilaksanakan di Kabupaten
Bengkayang dan yang dapat terlayani
hanya Kecamatan Sunga Raya
Kepulauan. Hal ini disebabkan karena
minimnya dana dan petugas yang tidak
terlatih.

3. Responsivitas: Dari hasil wawancara
dan observasi yang dilakukan oleh
penulis, aspek responsivitas

(tanggapan) masyarakat terhadap Dinas

Pekerjaan Umum dalam melayani dan

mengelola persampahan di Kabupaten

Bengakayang menuai hasil yang baik

dan respon yang positif  dari
10
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masyarakat. Namun meskipun
demikian yang menjadi catatan penting
dari Pemerintah  yaitu untuk
menyadarkan masyarakat yang masih
bandel dan tidak mengindahkan aturan
tentang pengelolaan sampah sehingga
hasilnya dapat |ebih maksimal lagi.

4. Ketepatan. Berdasarkan hasil observas
dan wawancara yang dilakukan oleh
penulis dapat diketahui bahwa instansi
terkait yang dilimpahkan kepada

Bidang,Cipta Karya,Dinas Pekerjaan

Umem khususnya Subbidang
Kebersihan, Pertamanan dan
Perkuburan sudah menjalankan
tugasnyadan dari pengelolaan tersebut
masyarakat sudah merasakan
manfaatnya, meskipun dalam
penerapannya masih terdapat

Kekurangan yaitu sosialisasi mengenai
program kebijakan yang tercantum
dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012
tentang Pengelolaan Sampah tersebut
belum
sehingga masyarakat belum memahami

terealisasi ~—secara. merata

dan mengetahui adanya peraturan
daerah tersebut. Selain_.itu dalam
Kabupaten

menggunakan

pengelolaannya juga di
Bengkayang masih
teknik
pemanfaatan sampah yang bertujuan
kesehatan

masyarakat, kebersihan dan kualitas

open dumping, sehingga

untuk meningkatkan

lingkungan serta menjadikan sampah
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sebagal sumber daya belum terlaksana.
Indikator Ketepatan pada Evauas
Pengelolaan Sampah oleh Bidang Cipta
Karya pada Dinas Pekerjaan Umum di
Kabupaten Bengkayang sudah
terlaksana dengan baik meski tidak

secaramaksimal.

b) Saran

Adapun saran yang dapat pendliti
sampaikan adalah agar pengelolaan sampah
di Kabupaten® Bengkayangterlakasana
secara efektif maka! pemerintah, perlu
bekerjasama dengan 'masyarakat dalam
melakukan pengelolaan sampah mengingat
lokasi dan volume sampai™ yang tidak
terdeteks dengan pasti jumlahnya. Teknik
pengelolaan sampah terpadu 3R juga perlu
dilekukan  agar dalam pengelolaannya
sampah bisa bermanfaat, tidak hanya untuk
menjaga kesehatan lingkungan tetapi juga
menambah.  kreatifitas dan wawasan
masyarakat mengenai bahayai sampah.
Selain itu, dikarenakan petugas pelayanan
sampah yang ‘kurang maka Dinas yang
bersangkutan perlu menambahkan petugas
tersebut. _Retribus
ditetapkan agar dalam pengelolaanya tidak

persampahan juga

ada pihak yang merasa dirugikan.
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